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Abstract
Gavernment p,oticy about poverly has been' popular since econom.y crisis
on 1997 in which Human Development lndex of Indonesia decreased 2
levels during-2 years. Many progrants implemented by local government
to prevent the number of poor families. Each local government has
specific preventing poverly strategy depends on their local condition The
successful of this strategy needs public parlicipation , funding suppoft and
poor families spirits.
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A. PENDAHULUAN
Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun '1997 secara
empiris telah membawa konsekuensi kepada meningkatnya lumlah
penduduk miskin sekaligus jumlah pengangguran yang sangat besar
terutama di kawasan perkotaan di wilayah Jawa. Dalam konteks
internasional, berdasarkan Human Development lndex (HDl), peringkat
HDI lndonesia mengalami penurunan dari peringkat 1'10 di tahun 2002
menjadi 112 di tahun 2003 dari total 175 negara. Sehubungan dengan
hal tersebut maka sudah selayaknya apabila upaya penanggulangan
kemiskinan ditempatkan sebagai agenda strategis. prioritas dan
mainstream" pembangunan 'nasional secara sistemik, konsisten dan
berkelanjutan.
Penrenntah telah melakukan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan berupa kebijakan, program dan anggaran biaya
penanggulangan kemiskinan. Upaya ini telah dapat menurunkan jumlah
penduduk miskin secara nyata namun demikian sasaran kebijakan dan
program belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan proEram tidak
dilaksanakan secara terintegrasi sehingga masih terjadi turnpang trndih.
Dengan memperhatikan permasalahan di atas maka studi ini
dilaksanakan untuk mengkaji implementasi strategi penanggulangan
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Pemerintah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Magelang sebagai
upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.
Diperoleh data pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin 37,3
juta jiwa dan tahun 2004 mengalami penurunan hingga menjadi sekitar
36,1 juta iiwa atau sekitar 16,6 % dari total penduduk lndonesia. Secara
regional persebaran penduduk miskin lebih dari 59 % berada diwilayah
Jawa dan Bali, sekitar 16 7o di wilayah Sumatera dan sekitar 25 o/o di
wilayah lGlimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Konsentrasi
kantong kemiskinan di wilayah Jawa dan Bali secara demografis erat
kaitannya den pola persebaran penduduk yang sebagian besar berada di
wilayah Jawa ddn Bali.
Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi maka
penyebabnyapun bersifat multidimensi yaitu karena faktor bencana alam,
etos kerja rendah, pendidikan dan kualitas kesehatan rendah serta sebab
struktur dan proses transaksi politik, ekonomi dan sosial budaya yang
tidak adil dan memiskinkan.
Beberapa faktor menjadi penyebab kemiskinan adalah:
1. Pelaksanaan otonomi daerah dalam masa transisi telah
menyebabkan terjadinya korupsi pada tingkat nasional bahkan pada
sistim pemerintahan paling bawah.
2. Kebijakan pembangunan masa lalu belum berpihak kepada
kelompok miskin (pro-poor policy) khususnya dalam kebijakan
pemanfaatan sumberdaya alam maupun sistim keuangan.3. Pengaruh eksternal terhadap perekonomian lndonesia.4. Kepemilikan aset yang rendah, terbatasnya akses terhadap modal
dan faktor produksi serta rendahnya kesempatan bekerja dan
berusaha.
5. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
dan sistim pemerntahan yang kurang baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian komparasi
antara 2 kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten
Magelang. Setelah dilakukan kompilasi data terhadap hasil implementasidan keb'rjakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan
penanggulangan kemiskinan kemudian data-data tersebut dianalisa dan
ditarik kesimpulan berkenaan dengan keberhasilannya untuk
menanggulangi jumlah penduduk miskin di daerah.
Hasil ka.iian terhadap implementasi strategi penanggulangan
kemiskinan daerah diharapkan akan menjadi bahan rekomendasi dan
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referensi di dalam upaya penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja
pemerintah daerah unhrk rnenanggulangi kemiskinan.
B. PEITBAHASAN
Secara administratif wilayah kabupaten Jembrana dibagi menjadi
4 kecamatan, 42 desa, 9 kelurahan, 209 dusun dan 35 lingkungan.
Jumlah penduduk Kabupaten Jembrana sebanyak 234'208 dengan
kepadatan penduduk 276 jiwa / km'.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam
penanggulangan kemiskinan dengan prioritas utama adalah bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi ( daya beli masyarakat ) serta
pelayanan umunl. Asumsiyang mendasarinya : pertama, pendidikan dan
kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi
tanggung jawab pemerintah. Kedua, pendidikan, kesehatan dan daya beli
ada-lin iomponen dasar dalam pembangunan kualitras hidup manusia
yang disebut dengan Human Development lndex (HDl). Ke tiga'
letayanan umum masyarakat baik fisik maupu non fisik merupakan
bagiin dari tugas pokok pemerintah sebagai regulator dan sebagai
pengayom masyarakat.
Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana
dalam menanggulangi masalah kemiskinan yaitu :
a. Program -Jangka Pendek melalui peningkatan penghasilan dan
lapangan pekerjaan.
b. piogram Jangka Panjang melalui program peningkatan kualitas
hidup.
Dalam hal peningkatan penghasilan dilakukan dengan
memberikan bantuan peralatan kerja kepada pokmas-pokmas,
pemberian modal kepada kelompok ternak dan pemberian modal kepada
Lembaga Perkreditan Desa. Sedang penciptaan lapangan kerja
digalakkan dengan pengembangan pokmas dan koperasi yaitu
pemoentutan koperasi profqsional serta membuka kesempatan kerja ke
iuar negeri. trletilui kebijakan ini terjadi penguatan modal dan tumbuh
koperaii dengan spesialisasi tertentu. Dampak yang dirasakan adalah
kondisi ekonomi yang lebih baik khususnya pada masyarakat golongan
ekonomibawah.
Program peningkatan kuatitas hidup ditekankan pada
peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan dan kemampuan
daya -beli. Kebijakan pemerintah Kabupaten Jembrana di bidang
pendiCifan adalah memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya
pada masyarakat Jembrana baik pada sekolah negeri maupun swasta
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yaitu dengan memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi, progEm
pembebasan seluruh biaya pendidikan pada sekolah negeri darijenjang
SD, SMP dan SMA, peningkatan kualitas guru melalui perirU6rian
pendidikan dan latihan dan pemberian insentif tambahan untuk guru
setiap jam Rp. 5000,- di luar tunjangan guru dan bonus Rp. 1.000.000,-
setiap tahun. Hasil yang diperoleh adalah tingginya partisipasi
masyarakat dibidang pendidikan, menurunnya angka drop out dan
meningkatnya nilaiUAN dan UAS.
Kebijakan untuk meningka$<an kualitas pendidikan yang
diimplementasikan melalui Program Jaminan Kesehatan Jembrana
temyatra dapat meringankan beban pembiayaan masyarakat di bidang
kesehatan, merhberikan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik
dan menciptiakan kompetisi pelayanan yang sehat antara pemberi
peleyanan kesehetan baik negeri maupun swasta.
Kebijakan berkenaan dengan peningkatan daya beli masyarakat
dilakukan melalui berbagai terobosan seperti meningkatkan ketahanan
pangan, meningkatkan produksi pertanian, industri, perdagangan dan
koperasi. Di samping ke dua program di atas maka dilakukan pula
perubahan manajemen pemerintahan yaitu dengan membiasakan
birokrasi untuk bekerja secara efisien dan efektif, menggunakan
standard, menciptakan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan
masyarakat, rnenciptakan suasana kerja yang kompetitif dan
menciptakan sistim yang berbasis pada kompetensi.
Jumlah penduduk Kabupaten Magelang pada th. 2005 sebanyak
1.168.000 jiwa dengan komposisi perempuan sebanyak 584.686 jiwa dan
laki-laki sebanyak 583.871 jiwa. Perkembangan KK miskin tahun 2001
sebanyak 30,37%, th, 2002 sebanyak 24,97Va, th. 2003 sebanyak
22,45o/o, th. 2004 sebanyak 23,71Vo dan th. 2005 sebanyak 39,75o/o.
KK miskin di Kabupaten Magelang tersebar di 16 kecamatan dan 44
desa dengan jumlah KK miskin lebih dari S0 %.
Strategi penanggulqngan kemiskinan yang telah dilakukan oteh
Pemerintah Kabupaten Magelang adalah
a. Aspek Peningkatan Pendapatan ( Ekonomi ), dilaksanakan dengan
memberikan bantuan sesuai dengan potensi desa berupa bantuan
bidang pertanian, peternaka/ perikanan, penyuluhan, industri dan
perdagangan, modal serta pemberdayaan sosial dan tenaga kerja.b. Aspek Pengurangan Pendapatan meliputi bidang kesehatan dengan
memberikan kartu sehat kepada keluarga miskin dan pembeiian
beras miskin. Bidang pendidikan dilakukan dengan memberikan
beasiswa dan bantuan khusus murid.
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c. Aspek Pembenahan lingkungan.
Secara lebih terinci , kebiiakan Pemerintah Kabupaten Magelang
sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dikategorikan dalam
beberapa sektor:
a. Sektor Pertanian
Pada sektor ini permasalahan yang dihadapiadalah rendahnya hasil
. pertanian yang disebabkan oleh terbatasnya subsidi saprodi 
'
rendahnya kemampuan petani untuk mengakses informasi dan
modal dan terbatasnya kepemilikan tanah oleh petani. Strategi yang
dipilih adalah mengoptimalkan fungsi lembaga / institusi di tingkat
desa dalanl upaya memberdayakan petani atas perkembangan
teknologi, pemberian subsidi tepat sasaran dan pengelolaan lahan
bersama.
b. Sektor Pendidikan
Ditemukan permasalahan tingginya biaya pendidikan , lokasi
pendidikan yang jauh dan rendahnya motivasi untuk bersekolah.
Strategi yang dipilih adalah tambahan program beasiswa , gerakan
GNOTA dan peningkatan program life skillsesuaikebutuhan lokal.
c. Sektor Kesehatan
Permasalahannya adalah tingginya angka kelahiran dan mahalnya
biaya'pengobatan. Kebijakan pemerintah adalah pemberdayaan
PLKB melalui program penggerakan institusi masyarakat dan
memberikan alokasi anggaran pengobatan rawat ialan maupun
rujukan rawat inap dan operasidari dana APBD ll.
d. Sektor Sosialdan Tenaga Kerja.
Permasalahannya adalah rendahnya upah dan terbatasnya
lapangan kerja. Kebijakan pemerintah daerah adalah mendorong
investasi dan home industri, meningkatkan kualitas sDM melalui
pelatihan dan magang serta pembinaan pengusaha dengan
melibatkan organisasi Pgkerja.
Berbagai masalah masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Magelang di dalam rnenanggulangi kemiskinan walaupun telah
dilaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan oleh
masing-masing satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Permasalahan
tersebut diantaranya komitmen dan koordinasi antar stakeholder yang
belum optimal, kebijakan makro yang kurang berpihak pada
penanggulangan kemiskinan, budaya miskin pada keluarga miskin itu
sendiri dan kurangnya sinergi antar pelaksana kegiatan penanggulangan
kemiskinan.
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C. PENUTUP
Pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan menjadi
tanggung jawab pemerintah , masyarakat dan swasta. Strategi
penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
dengan mengacu pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional
semra umum memberikan dampak positip bagi masyarakat miskin.
Kalaupun tidak cukup signifikan menurunkan jumlah penduduk miskin
namun dapat mencegah bertambahnya jumlah penduduk miskin.
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